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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana prinsip ekonomi Islam 
terhadap sistem pelaksanaan Pasanra (gadai) kebun di Desa Pattongko Kecamatan 
Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown 
ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan, yaitu (1) Bagaimana sistem 
pelaksanaan pasanra (gadai) kebun di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah 
Kabupaten Sinjai, (2) Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat melakukan 
Pasanra (gadai) kebun di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten 
Sinjai, (3) Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pelaksanaan 
pasanra (gadai) kebun di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten 
Sinjai. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: fenomenologis dan fiqih. Adapun sumber data penelitian ini adalah 
pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Selanjutnya, metode 
pengumpulan data yaangdigunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan 
penelusuran data online. Lalu tenik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif . 
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem pelakasanaan Pasanra (gadai) 
di Desa Pattongko pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai 
(murtahin) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan kebun sebagai 
barang jaminan. hak penguasaan/pemanfaatan kebun berada di tangan penerima gadai 
(murtahin) sampai pelunasan hutang. Pembayaran utang tidak mengenal batasan 
waktu dan akadnya berakhir ketika penggadai (rahin) membayar utang sesuai jumlah 
uang yang dipinjam. Adapun Faktor- faktor mendorong masyarakat melakukan 
pasanra (gadai) antara lain, yaitu: Modal untuk beli kendaraan, biaya resepsi 
pernikahan,biaya pendidikan dan biaya perawatan di rumah sakit. Jika ditinjau dari 
segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun praktik 
gadai yang dilakukan tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat kebun sebagai 
jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) yang terjadi di Desa 
Pattongko tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’Ulama. 
 






A. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan Agama terakhir yang diturunkan Allah kemuka bumi kepada 
Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, sebagai agama rahmatan lil 
alamin telah merampungkan ajarannya baik dalam hal ibadah yang sifatnya mahdhah 
maupun ghairu mahdhah yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya 
maupun hubungan manusia dengan manusia yang dikenal dengan istilah muamalah. 
Dalam kaitannya denga ibadah mahdhah semua hal dilarang kecuali ada dalil yang 
memperbolehkan sementara ibadah ghairu mahdhah semua hal boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang melarang. Al-Qur’an, hadits, Ijma dan Qiyas merupakan dasar 
dari penetapan hukum-hukum Islam, seperti halnya muamalah. 
Muamalah merupakan hubungan sesama manusia dalam kaitannya dengan 
urusan duniawi atau pergaulan sosial. Sebagai makhluk social, manusia tidak bisa 
lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia 
tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. 
Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, 
harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan 
kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi 
kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan 
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kontrak. Hubungan ini merupakah fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. karena 
itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. 
Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang 
cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. 
Kegiatan muamalah manusia dewasa ini yang sering dilakukan ialah 
diantaranya  jual beli, sewa menyewa, kerjasama dalam bisnis, pinjam meminjam dan 
utang piutang yang semuanya telah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam, 
seperti halnya utang piutang. 
Utang piutang secara umum adalah menyerahkan harta dan benda kepada 
seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja 
dengan tidak merubah keadaannya. Utang piutang yang terjadi dikalangan 
masyarakat lebih dominan pada praktek gadai dengan memberikan jaminan atau 
adanya barang yang ditangguhkan. 
Gadai merupakan kegiatan meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan 
menyerahkan barang sebagai tanggungan, untuk waktu yang telah ditentukan. Praktek 
gadai yang diatur dalam Islam murni tolong menolong yang berlandaskan pada 
konsep kebutuhan, namun dalam praktek gadai kontemporer dalam masyarakat lebih 
berkonotasi pada keuntungan atau profit khususnya penerima gadai. 
Seperti halnya praktek gadai yang ditemukan di Desa Pattongko Kecamatan 
Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dimana gadai di desa tersebut dikenal dengan istilah 
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Pasanra. Dalam pelaksanaan sistem pasanra (gadai) kebanyakan masyarakat lebih 
memilih kebun produktif yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai obyeknya. 
banyak yang terjadi di Desa itu, bahwa lahan pertanian yang dijadikan jaminan 
dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh 
penerima gadai sebelum utang dari pemilik kebun lunas terbayar. Itulah sebabnya 
pihak pemberi pinjaman lebih menginginkan kebun produktif sebagai jaminan agar 
dapat memperoleh keuntungan dari kebun tersebut. 
Salah satu pemicu dari terjadinya praktek pasanra kebun di daerah tersebut 
adalah  karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang 
melakukan gadai pada lahan pertanian adalah dari orang yang ekonominya rendah 
(tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya. Dalam 
praktek ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan diatas keterdesakan ekonomi 
yang dialami oleh pihak pemberi gadai sehingga pemberi gadai bisa saja karena 
terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa lahan pertanian kebun 
untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut. Tentunya hal ini 
bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadai 
merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, seyogyanya 
gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan 
saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan 
sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan 
sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan. 
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masyarakat di Desa Pattongko lebih memilih alternatif untuk meminjam uang 
yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara Pasanra (gadai) 
dibanding meminjam uang di bank. Dengan pertimbangan bahwa, untuk meminjam 
uang di bank harus melalui berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang 
lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Sehingga, masyarakat 
dengan terpaksa akan merelakan kebunnya sebagai jaminan yang kemudian dikelola 
dan hasilnyapun akan dinikmati oleh penerima gadai sampai utangnya lunas terbayar. 
Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penerima gadai karena 
selain mendapatkan keuntungan dari hasil kebun, uang pokok yang dipinjam oleh 
pemberi gadai juga akan dikembalikan. 
Melihat praktik gadai yang dilakukan di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai 
Tengah Kabupaten Sinjai tentu jauh berbeda dari praktek pelaksanaan gadai pada 
umumnya, pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya 
selama kewajiban si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan 
benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tidak bisa 
membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada hutang yang 
harus dibayar, maka kelebihan itu harus di kembalikan kepada si penggadai. Tetapi 
jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang tetap berhak 
menagih piutang yang belum dilunasi itu. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang 
terdapat di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai mengenai 
5 
 
praktek gadai dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem 
Pelaksanaan Pasanra (gadai) di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten 
Sinjai”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini dan 
menghindari adanya kesalahpahaman serta sebagai tindakan efisiensi waktu dan biaya 
maka penulis memberi batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan 
memfokuskan penelitian terhadap hal-hal sebagai berikut: 
a. Sistem pelaksanaan pasanra (gadai) di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah 
Kabupaten Sinjai. 
b. Pihak pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) sebagai masyarakat 
yang terlibat langsung dalam praktek gadai kebun di Desa Pattongko  
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka dapat dideskripsikan sebagai 
berikut: 
a. Pelaksanaan pasanra (gadai) di desa pattongko kecamatan sinjai Tengah 
kabupaten sinjai dilakukan karena desakan ekonomi masyarakat, seperti biaya 
pernikahan, uang kuliah ataupun uang untuk beli kendaraan. 




b. Pihak penerima gadai hanya menerima lahan yang masih produktif dengan tujuan 
mengambil mamfaat dari lahan terebut setelah adannya kesepakatan dengan 
pemberi gadai sampai pihak pemberi gadai melunasi utangnya. pihak pemberi 
pinjaman lebih menginginkan kebun produktif sebagai jaminan agar dapat 
memperoleh keuntungan dari kebun tersebut. 
C. Rumusan Masalah 
Setelah mengetahui dan memahami uraian dari latar belakang masalah di atas 
maka dapat dirumuskan tiga hal yang menjadi pokok masalah yang dipandang 
relevan untuk dikaji secara luas dan mendalam yaitu: 
1. Bagaimana sistem pelaksanaan Pasanra (gadai) yang dilakukan oleh 
masyarakat di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai? 
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong masyarakat dalam melakukan 
pasanra (gadai) lahan pertanian kebun di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai 
Tengah Kabupaten Sinjai? 
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pelaksanaan Pasanra 
(gadai) yang dilakukan  oleh masyarakat di Desa Pattongko Kecamatan 
Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai? 
D. Kajian Pustaka 
Penulis mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta 
relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dengan demikian, peneliti 
mendapat rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi 
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ini. Selain itu, telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran 
awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini. 
Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa 
karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lainnya, Antara lain: 
1. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Muhamad Jamroni (042311028) 
yang merupakan mahasiswa S1 IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari‟ah. 
Dalam karyanya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai 
Sawah (Studi Kasus gadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jati negara Kabupaten 
Tegal)”.1 Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang permasalahan yang berkaitan 
dengan bagaimanakah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, serta bagaimana tinjauan Hukum 
Islam terhadap praktik gadai tersebut. Dari skripsi tersebut kemudian diketahui bahwa 
praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Penyalahan, Kec. 
Jatinegara, Tegal tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu 
dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan 
pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi pandangan Hukum Islam, 
praktik gadai di desa Penyalahan tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep 
ta‟awun. Hal ini dikarenakan segala keuntungan terhadap pengelolaan barang 
jaminan diambil sepenuhnya oleh Penerima Gadai. 
                                                          
1Muhammad Jamroni, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus 




2. Penelitian dengan judul: “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam 
Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Supriadi mahasiswa UIN 
Sunan Kali jaga Yogyakarta Fakultas Syariah 2004.2 Penelitian ini berbentuk skripsi 
yang menjelaskan tentang maslahah dan mafsadah pemanfaatan tanah sebagai barang 
gadaian.  
Dalam penelitian bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai 
tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang 
Sidenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 
Dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di kecamatan 
Watang Sidenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai 
tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau 
melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam 
hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu 
dilarang untuk dilakukan. 
Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh murtahin apabila  mendapat izin dari 
rahin tanpa mengabaikan hak rahin sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat 
dibagi sesuai dengan kesepakatan. 
Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan 
Watang Sidenreng ditinjau dari segi maslahah dan mafsadahnya ternyata terdapat 
                                                          
2Supriadi, Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam, Fakultas 
Syariah UIN Sunan Kali jaga Yogyakarta,2004 
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mafsadah atau mudharatnya bagi rahin walaupun rahin sudah merelakannya dan 
murtahin tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai 
terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi rahin, maka pemanfaatan 
tanah gadai oleh murtahin secara penuh seperti yang terjadi dalam masyarakat Bugis 
di kecamatan Watang Sidenreng tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir. 
3. Skripsi Lila Isnawati, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Tahun 2008. Skripsi tersebut berjudul “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh 
Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah 
Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam)”.3 Hasil penelitian mengemukakan 
bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di brunggang sagen, sudah sah 
ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang 
dilakukan oleh para pihak murtahin secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum 
Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari 
aturan-aturan syari‟at Islam. Dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya 
pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Brunggang Sangen, Kelurahan 
Krajan, kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah: Mayoritas penduduk 
Brunggang sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan 
ekonomi menengah kebawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktek gadai 
sawah. Sudah menjadi perihal yang biasa yang kemudian berkembang menjadi adat, 
                                                          
3 Lila Isnawati, Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, 
Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosoiologi Hukum Islam), 
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2008. 
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Keinginan saling tolong-menolong antar sesama warga, Faktor permasalahan 
ekonomi penggadai yang mendesak. 
Melihat skripsi atau penelitian terdahulu yang penulis ketahui, belum terdapat 
pembahasan mengenai prinsip ekonomi Islam terhadap sistem pelaksanaan Pasanra 
(gadai) pada masyarakat Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai 
sehingga penulis mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang hal 
tersebut di daerah setempat. 
E. Tujuan dan kegunaan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah: 
1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pasanra (gadai) kebun yang dilakukan 
oleh masyarakat di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten 
Sinjai. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan 
Pasanra lahan pertanian kebun di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah 
Kabupaten Sinjai. 
3. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pelaksanaan 
Pasanra (gadai) kebun yang dilakukan  oleh masyarakat di Desa Pattongko 
Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 
Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis, hasil penelitian inidiharapkan dapat menambah dan memperluas 
wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian fiqhi muamalah tentang gadai. 
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
kepada masyarakat Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten 
Sinjai, khususnya dalam hal pelaksanaan pasanra (gadai). 
3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya 
bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis 








A. Pengertian Pasanra (Gadai) 
Pasanra adalah istilah Bahasa konjo yang mempunyai arti gadai. “Gadai 
menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan atau jaminan (borg)”.4 Istilah 
gadai dalam bahasa Arab diistilahkan Ar-Rahn. 
Menurut bahasa al-rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan al-
habsu,artinya penahanan. Begitupun jika dikatakan “ni’matun rohinah” artinya 
karunia yang tetap dan lestari. Ar-rahnu juga berarti al-tsubut dan al-habs,yaitu 
penetapan dan penahanan. Dan ada pula juga menjelaskan, bahwa rahn adalah 
terkurung atau terjerat.5 
Menurut istilah syara’, yang dimaksud rahn ialah menjadikan suatu benda 
berniai menurut pandangan syara’ sebagai tangungan utang, dengan adanya 
benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat 
diterima.6 
Menurut Sayyid Sabiq, “Ar-rahn adalah menjadikan barang berharga menurut 
pandangan syara’ sebagai jaminan utang”.7Menurut Muhammad Rawwas Qal’ahji 
penyusun buku ensiklopedia fiqih Umar bin Khattab r.a berpendapat bahwa “Ar-rahn 
adalah menguatkan utang dengan jaminan utang”.8 
                                                          
4Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,  (Jakarta: PT 
RajaGrapindoPersada,1994), h. 43. 
5Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor:Pen  erbit Ghalia Indonesia,2011), h.157. 
6Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, h.107. 
7Abdi Wijaya, Konfigurasi Akad dalam Islam (Sebuah Tinjauan Fiqih Muamalah), 
(cet.1;Alauddin university press,2014), h.91  
8Abdi Wijaya, Konfigurasi Akad dalam Islam (Sebuah Tinjauan Fiqih Muamalah), h.91 
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Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Al-rahn adalah menjadikan barang 
berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat 
dengan utang piutang dan timbul dari padanya. 
Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk 
menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang 
dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati mengenai pembayaran utang 
yng nntinya dilkukan oleh sipeminjam maka pemberi utang, memberikan suatu 
jaminan. Bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu 
pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.  
Sementara itu Ulama Madzab mendefinisikan rahn sebagai berikut:  
1. Ulama Malikiyah Mendefinisikan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai 
jaminan hutang yang bersifat mengikat menutut mereka yang dijadikan jaminan 
bukan saja materi, tetapi  juga  barang yang bersifat manfaat tertentu.9 
2. Ulama Hanafiyah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak 
(piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu, baik 
seluruh atau sebagian.10 
3. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan rahn dengan menjadikan 
materi (barang) sebagai itu hanyalah harta yang bersifaat materi  jaminan 
hutang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang 
tidak bisa membayar hutangnya itu.11 
 
Dari definisi yang dikemukakan Syafi’iyah dan Hanabilah ini mengandung 
pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang  itu hanyalah harta 
yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan Ulama 
                                                          
9Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008),  hal. 12. 
10Nasrun Harun,  Fiqih Muamalah,  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),  hal.  252. 
11Nasrun Harun,  Fiqih Muamalah, h.252. 
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Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi’iyah) termasuk 
dalam pengertian harta. 
Gadai Menurut istilah juga dikemukakan oleh Sualaiman Rasyid bahwa: 
Gadai adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan 
peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh 
dijual kalau utang tak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya dengan 
keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).12 
 
B. Dasar Hukum Pasanra (Gadai) 
Sistem hutang piutang dalam Pasanra (gadai) ini diperbolehkan dan 
disyariatkan dengan dasar Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ para Ulama. Diantara dalil Al-
Qur’an diperbolehkannya sistem hutang piutang dalam gadai ialah firman Allah swt 
dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283.  
                            
                              
               
Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 
Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah 
Tuhannya. Dan jangan kamu menyembunyikan kesaksian. Karena barang siapa 
menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor (berdosa) dan Allah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.13 
 
                                                          
12Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam,  (Bandung:PT.Sinar Baru Algensindo, 1994), h.309. 
13Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Terbit Terang 
Surabaya,2002), h. 60. 
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Melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat 
dalam Hukum Muamalah, prinsip yang dimaksud adalah :  
a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan 
oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.  
b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur unsur 
paksaan. 
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindari madharat dalam hidup masyarakat.  
d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghidari unsur-
unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.14  
Berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum muamalah yang 
dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan seyogyanya 
prinsip muamalah tersebut harus kita aplikasikan dalam praktek gadai. Seperti halnya 
penggadai (pemilik kebun) tidak bisa melunasinya disebabkan ketidakmampuannya, 
maka disyari’atkan bagi pemegang barang untuk bersabar menunggu sampai 
penggadai (pemilik kebun) mampu dan bisa membayar hutangnya, sedangkan 
penggadai (pemilik kebun) harus berusaha mendapatkan harta untuk melunasi 
hutangnya karena ini merupakan tanggungannya. Dijelaskan pula melalui firman 
Allah QS. Al-Baqarah /2 : 280 sebagai berikut:  
                                                          




                 
         
 
Terjemahnya: 
Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai 
dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, 
lebihbaik bagimu, jika kamu mengetahui.15  
Islam telah mengajarkan Umatnya untuk saling tolong-menolong dalam 
mengerjakan kebajikan dan melarang tolong- menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan.16Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman atau 
utang-piutang. 
Bentuk pinjam-meminjam Hukum Islam menganjurkan supaya kedua belah 
pihak tidak dirugikan. Kreditur dibolehkan menahan barang milik debitur yang 
mempunyai nilai dan ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan 
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian 
piutangnya yang diterimanya. Hal ini dikenal dengan istilah gadai.17 
Masalah rahn juga diatur dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra., ia 
berkata:  
 َو ِهْيَلَع ُ هللَّا ىهلَص ِهللَّا ُلوُسَر ىَر َتْشا ْتَلَاق َةَشِئاَع ْنَع َََََرَو اِا اَََ    ٍّ 
ِِوُُ  ََ ْن ِِ ََ هلَس ُه
دَِدَح ْن ِِ ااعْرِِ ا هاور(َلس ِو ىراخبل)  
 
 
                                                          
15Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 59. 
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.142. 
17Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah” Wacana Ulama Dan Cendekiawan”, 




Dari Aisya ra berkata: ”Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dari 
seorang yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau 
menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan". (HR. Bukhari dan Muslim).18 
Dari hadits diatas maka dapat disimpulkan, bahwa akad rahn dalam syariat 
Islam adalah jaiz (dibolehkan). Kebolehan rahn tesebut tidak hanya dalam keadaan 
bepergian saja, akan tetapi juga boleh pada waktu sedang bermukim (tidak dalam 
bepergian). 
Disamping adanya dalil-dalil dari Al-Quran dan hadist terdapat pula ijma’ulama 
atas hukum mubah (diperbolehkan)-nya perjanjian gadai. Hanya mereka sedikit 
berbeda tentang pendapat “apakah gadai hanya dibolehkan dalam kedaan bepergian 
saja, ataukah bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja?”, Madzhab Dzahiri Dan Al-
Dhahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan surat Al -
Baqarah ayat 283 diatas. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai 
pada waktu bepergian dan juga berada ditempat domisilinya, berdasarkan praktek 
Nabi sendiri yang melakukan gadai pada waktu Nabi berada di Madinah, sedangkan 
ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan bahwa gadai itu 
pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (menurut kelaziman pada 
waktu itu).19 
                                                          
18Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 159 
19Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, (cet.1;Jakarta: CV. Haji Masagung, 1998), h.123. 
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Dari ketentuan diatas, jumhur Ulama Fiqih menyepakati bahwa akad ar-rahn 
itu diperbolehkan, dengan pertimbangan lebih banyak kemaslahatan yang terkandung 
didalamnya, yakni sebagai salah satu yang mempunyai fungsi sosial dari masyarakat. 
Berdasarkan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 
memutuskan bahwa pinjman dengan menggadaikan sebagai jaminan utang dalam 
bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun 
2. Marhun dan manfaatnya tetap milik rahin 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun menjadi kewajiban Rahin 
4. biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun 
5. Penjualan Marhun oleh murtahin20 
Berdasarkan fatwa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun 
Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk  menahan Marhun (barang) 
sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.  
2. Marhun dan manfaatnya tetap milik rahin 
Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun 
tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatannya.  
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun menjadi kewajiban Rahin 
                                                          
20Lihat, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, 3. 
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Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 
Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan 
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.  
4. biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun 
Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. 
5. Penjualan Marhun telah ditentukan sebagai berikut: 
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera 
melunasi utangnya.  
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual 
paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.  
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan 
dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan  
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi 
kewajiban Rahin. 
C. Rukun dan Syarat Gadai 
Melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus 
dipenuhi. “Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 
20 
 
pekerjaan”.21 Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus 
dipindahkan dan dilakukan”.22 
Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syari'at Islam apabila 
memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam, yakni sebagai 
berikut: 
1. Rukun Gadai 
Yang termasuk rukun gadai ialah sebagai berikut: 
a. Adanya lafadz (sighat) 
b. Adanya pemberi dan penerima gadai (rahin dan murtahin) 
c. Adanya barang yang digadaikan (marhum) 
d. Adanya hutang (marhum bih)23 
 
Lafadz adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafaz dapat saja dilakukan 
secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya 
perjanjian gadai diantara para pihak. 
Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan baligh sehingga 
dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan 
ketentuan syari’at Islam. 
Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan 
barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada 
dibawah penguasaan penerima gadai. 
                                                          
21Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2002), h.966. 
22Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.1114. 




Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan 
bunga atau mengandung riba. 
2. Syarat Gadai 
Diantara syarat sahnya aqad rahn adalah sebagai berikut: 
a. Berakal 
b. Baligh (dewasa) 
c. Wujudnya Marhun (barang yang dijadikan jaminan pada saat terjadinya akad) 
d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau 
wakilnya.24 
 
D. Pengambilan manfaat  barang gadai (marhun) 
“Akad rahn pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan 
hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil”.25 Hal ini untuk menjaga-jaga 
jika penggadai (rahn) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya. 
Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu 
tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, kerena tindakan 
itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta.26 
Yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama adalah siapakah yang 
berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut, rahin (yang memberi gadai) atau 
murtahin (yang menerima gadai). 
 
 
                                                          
24 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah12, h.141. 
25Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, diterjemahkan oleh Kamaluddin, Jilid 12 (Cet. VII;Bandung: PT 
Al-Ma’arif, 1995), h.141. 




a. Pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh rahin 
1. Pendapat Hanafiyah 
Mengenai pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh rahin, ulama hanafiyah 
berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang 
gadaian dengan cara bagaimanapun kecuali atas isin penerima gadai.27 Dengan dalil 
bahwa hak menguasai barang gadai berada ditangan murtahin secara berkelanjutan 
hingga transaksi rahn berakhir, dan tidak bleh ditarik kembali oleh rahin. Apabila 
rahin mengambil manfaat dari barang gadai tanpa izin dari murtahin, maka ia harus 
mengganti rugi senilai dengan yang telah ia gunakan karen adianggap telah 
menyalahi hak murtahin yang berhubungan dengan hutang. 
2. Pendapat Malikiyah 
Rahin tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai 
sekalipun mendapat izin dari murtahin. Hal ini karena izin dari murtahin berarti 
pembatalan terhadap akad gadai. Karena manfaat barang gadai masih 
merupakan milik rahin, maka berhak mewakilkan pemanfaatannya pada 
murtahin agar barang tersebut tidak sia-sia.28 
 
3. Pendapat Syafi’iyah 
Menurut ulama Syafi’iyah seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo 
Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (marhun) 
                                                          
27Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Alaa Mazahib Al-Arba’ah, Juz 2 (Beirut:Daar Al-Fikr, 
1996), h.335 
28Wahbah Zuhaili, Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu, oleh Ahmad Syahbari Salamon (Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996), h.224 
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adalah pemberi gadai (rahin) walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan 
penerima gadai (murtahin).29 
4. Pendapat Hanabilah 
“Rahin tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin 
murtahin”.30 
Dari pendapat yang diungkapakan para ulama diatas mengenai pemanfaatn 
barang gadai yang dilakukan oleh rahin, maka kesimpulannya adalah bahwa 
mayorias ulama membolehkan rahin memanfaatkan barang yang digadaikan selama 
mendapat izin dari murtahin. 
b. Pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh murtahin 
1. Pendapat Hanafiyah 
Mengenai pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh murtahin, dalam 
madzhab hanafi terdapat perbedaan pendapat. sebagian ulama hanafiyah mengatakan 
bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapat izin 
dari rahin. 
Sebagian ahli fikih madzhab hanafi mengatakan bahwa tidak ada jalan yang 
mengharuskan murtahin menggunakan barang gadaian walaupun dengan izin rahin, 
karena hal ini dapat disamakan dengan riba. Tetapi mayoritas mereka membolehkan 
murtahin menggunakannya bila ada izin rahin, dengan syarat hal tersebut tidak 
                                                          
29 Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Edisi 
Ke-3; Jakarta : LSIK, 1997), h. 333.  
30Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Alaa Mazahib Al-Arba’ah, h.337. 
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disyaratkan pada waktu akad. Bila hal tersebut disyaratkan waktu akad, ia temasuk 
riba.31 
2. Pendapat malikiyah 
Tidak boleh mensyaratkan pengambilan manfaat pada gadai qardh (hutang), 
karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat dan perbuatan seperti itu 
tidak boleh (dilarang). 
Mereka juga berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan barang gadai 
dengan syarat-syarat tertentu, mereka mengemukakan tiga syarat, yaitu: pertama 
hutang disebabkan penjualan, bukan disebabkan qardh. Umpamnya, apabila seorang 
menjual kebun kepada orang lain, atau komoditi perdagangan dengan harga yang 
ditangguhkan, kemudian ia menerima barang itu sebagai barang gadaian imbangan 
harga barang tersebut. Kedua, bahwa faedah atau kegunaan itu dijadikan syarat 
sewaktu pinjaman dilakukan dengan murtahin. Ketiga, waktu pemakaian atau 
pengambilan manfaat tertentu (jelas). 
3. Pendapat syafi’iyyah 
Barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, sekalipun rahin itu 
telah mengisinkannya. Karena apabila barang tersebut dimanfaatkan, maka 
hasil Pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh syara’, sekalipun 
diridhoi (diizinkan) oleh rahin. Bahkan menurut mereka ridha dan izin dalam 
hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena tidak akan 
mendapatkan uang yang akan dipinjam itu, disamping itu, dalam masalah riba, 
izin dan ridha tidak berlaku.32 
 
Abdurrahman Al-Jaziri didalam bukunya menjelaskan tentang larangan 
murtahin mengambil manfaat apapun dari barang gadai bila hal tersebut disyaratkan 
                                                          
31Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Alaa Mazahib Al-Arba’ah, h.335. 
32Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, h.257. 
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dalam akad. Apabila rahin mengizinkan hal tersebut sebelum akad maka pemanfaatan 
sesudah akad oleh murtahin adalah boleh.33 
4. Pendapat Hanabilah 
Barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah 
susunya, bisa berupa selain hewan, barang berupa hewan tunggangan atau 
perahan maka penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggang atau 
memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, berdasarkan biaya yang telah 
dikeluarkan penerima gadai. Dan penerima gadai harus memanfaatkan barang 
gadaian dengan adil (sesuai dengan biaya yang dikeluarkan).34 
 
Mengenai pemanfaatan barang gadai oleh murtahin, diungkapkan ulama 
Hanabilah bahwa apabila barang gadaian itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak 
memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah maka murtahin tidak boleh 
memanfaatkannya.35 
Selain dari pendapat para ulama madzhab mengenai pemanfaatan barang gadai 
(marhun), sayyid sabiq juga berpendapat bahwa tindakan memanfaatkan barang 
gadaian tak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaatnya dan setiap bentuk qiradh 
yang mengalirkan manfaat adalah riba.36 Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw. 
Yaitu: “Dari Ali, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap utang yang menarik 
manfaat adalah termasuk riba” ( HR. Harits bin Abi Usmah).37 
hadits tersebut berlaku apabila gadaian bukanlah binatang yang biasa 
ditunggangi  atau diperah susunya maka murtahin boleh mengambil manfaat darinya 
                                                          
33Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Alaa Mazahib Al-Arba’ah, h.334. 
34Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Alaa Mazahib Al-Arba’ah, h.337. 
35Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, h.258. 
36 Sayyid Sabiq,Fiqih Sunnah, h.141. 
37Hajar Asqalani, Bulughul Maram, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h. 364. 
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sebagai kompensasi biaya yang dia keluarkan untuknya. Sehingga bagi orang yang 
memegang barang-barang gadai yang berkewajiban memberikan makanan, bila 
barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin apabila gadaian berupa 
kendaraan. Jadi diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap 
barang gadaian yang ada pada dirinya. Hal ini pun didasarkan pada hadits rasulullah 
Saw. Yaitu: 
 هلَسَو ِهْيَلَع ُهللَّا ىهلَص ِهللَّا ِلوُسَر  َلَاق  ََةر ََْر َُ  بَِأ نع ِهِتَتَق ََِن  َُْبر َُ  ُر ُْ َه لا اََ  َناَب اَذِإ
 َِ َو , انًوَُْرَِ  َناَب اَذِإ ِهِتَتَق ََِن ُبَرْشَُ  ِرهدلا َُبََلَو , انًوَُْرلا ُبَرْشَََو  َُْبر ََ ٍّ 
ِِ هلا ىَلَعةَتَقه َ  
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasullullah Saw. bersabda: punggung binatang 
yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri. Susu binatang yang 
digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri.Bagi orang yang menunggang dan 
minum wajib membiayai”. (Hadits Riwayat Bukhari).38 
 
Dari pendapat para ulama diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian secara mutlak, karena barang itu 
bukan miliknya secara penuh. Hak murtahin terhadap barang itu hanyalah sebagai 
jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu 





                                                          
38Hajar Asqalani, Bulughul Maram, h.363. 
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E. Pengertian Ekonomi Islam 
Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa oikononemia (Greek atau 
Yunani), terdiri dari dua kata : oicos yang berarti rumah dan nomos yang berarti 
aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup 
manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (volkshuishouding), maupun 
rumah tangga negara (staathuishouding), yang dalam bahasa inggris disebutnya 
sebagai economics.39 
Menurut An-nabhani kata ekonomi berasal dari bahasa yunani kuno(greek) 
yang bermakna “mengatur urusan rumah tangga” dimana anggota keluarga 
yang mampu ikut terlibt dalam menghasilkan barang-barang berharga dan 
membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yng ada kut 
menikmati yang mereka peroleh. populasinya kemudian semakin banyak, mulai 
dari rumah kerumah, menjadi kelompok (community) yang diperintah oleh 
negara.40 
 
Menurut Poerwardaminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia 
ekonomi diartikan: ”pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan 
(produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang (konsumsi)”.41 
Ibnu khaldun berpendapat bahwa ekonomi mempunyai peranan penting dalam 
perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi 
negara dan perkembanannya.42 
 
                                                          
39Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, (cet.1;Bandung: 
PT.PustakaSetiaPertama,2002),h.18. 
40Taqyuddin An-Nabhani Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Penerjemah, 
maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.47. 
41W.J.S. poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1982), 
h.267 
42Zainab Al-Khudairi , Filsafat Sejarah Ibnu Khadun, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia 
oleh Rahmat Rafi’utsmani (cet.2;Bandung: PT Pustaka,1995), h.117. 
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pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat Pengertian 
ekonomi Islam seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ialah:  
Ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, 
bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari 
syariat Allah.43 
 
Dari pengertian ekonomi islam yang dikemukakan Yusuf Qardhawi 
berdasarkan kepada hukum pelaksanaan. menerangkan bahwa, semua sarana yang 
digunakan tidak lepas dari syariat Allah SWT. Kemudian pengertian ekonomi islam 
yang berdasarkan pada sistem pelaksanaan atau proses dari ekonomi islam itu sendiri 
dikemukakan oleh Monzer Kahf yaitu: 
Ekonomi Islam merupakan kajian tentang proses dan penangguhan kegiatan 
manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam 
masyarakat muslim.44 
 
Kemudian Umer Chapra menjelaskan lebih dalam menegenai pengertian 
ekonomi Islam  bahwa: 
Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia 
dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui suatu alokasi dan distribusi 
sumber-sumber daya langka yang sesuai dengan al–‘iqtisad al–syariah atau 
tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah, tanpa mengekang kebebasan 
individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi 
dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jalinan 
moral dari masyarakat.45 
 
                                                          
43Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zaenal Arifin, (Jakarta:Gema 
Insani Press,1997),h.31 
44Khoirul Taqwin, Relevansi Pemikirran Ibnu Khaldun dengan Ekonomi Islam, 
yogyakarta:fakultas dakwah.Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga,(skripsi 2009),h.23. 
45https://materiekis.wordpress.com/2013/05/11/pengertianekonomi-islam-menurut-beberapa-
ahli/.(diakses pada hari  rabu 1 juni 2016,pukul 23.30 WITA) 
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Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap 
menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif  adalah yang 
dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu 
Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu 
untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya 
material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan 
manusia melaksanakan tanggun jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.46  
F. Tujuan Ekonomi Islam 
Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada 
tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, sertamenghapuskan kejahatan, 
kesengsaraan, dan kerugian pada seluruhciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal 
ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan 
akhiat. Seorang fuqaha asal mesir bernama prof.Muhammad Abu Zahrah mengatakan 
ada tiga sasaran hukum Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat 
manusia,yaitu: 
1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi 
masyarakat dan lingkungannya. 
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup 
aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah. 
3. Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyapakati bahwa 
maslahah yang menjadi puncak sasaran diatas mencakup lia dasar:  
a. Keselamatan keyakinan agama (al din). 
b. Keselamatan jiwa (al nafs). 
c. Keselamatan akal (al aql). 
d. Keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl). 




                                                          
46mamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h.8. 
47Muhammad Nizar, Pengantar Ekonomi Islam, h.125 
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G. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 
Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar: 
1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah 
kepada manusia. 
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. 
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh 
segelintir orang saja. 
5. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya 
direncanakan untuk kepentingan orang banyak. 
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt. Dan hari penentuan akhir nanti. 
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaanyang telah memenuhi batas (nisab). 
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.48 
 
Prinsip-prinsip Ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
1. Dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai 
pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia.  
Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam 
produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri 
sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut 
akan dipertanggung-jawabkannya di akhirat nanti. 
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, 
termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan 
individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Kedua, Islam menolak setiap 
pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan 
masyarakat. 
                                                          




3. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama. 
Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat 
keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al 
Qur’an. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:29.sebagai berikut: 
                             
      ... 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan 
jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka 
diantara kamu.49 
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh 
segelintir orang saja 
Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan 
meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Oleh karena itu, Sistem Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang 
dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan Sistem Ekonomi 
Kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak 
terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. 
 
                                                          
49Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,h.107 
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5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan 
untuk kepentingan orang banyak. 
semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan 
tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai 
macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai 
oleh individu. 
6. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan 
dalam QS Al-Baqarah/2:281.  
Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu 
kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi 
Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka 
sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).50 
 
7. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (Nisab) 
diwajibkan membayar zakat. 
Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi 
atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang 
yang membutuhkan. Menurut pendapat para alim-ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua 
setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (Idle Assets), termasuk 
di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih 
dari transaksi (Net Earning from Transaction), dan 10% (sepuluh persen) dari 
pendapatan bersih investasi. 
 
                                                          
50Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.59 
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8. Islam melarang riba dalam segala bentuk. 
Islam melarang setiap pembayaran bunga (Riba) atas berbagai bentuk pinjaman, 
apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun 
institusi lainnya. Firman Allah dalam QS.Ali Imran/3 :130. 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat 




































                                                          
51Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahan, h.84 
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H. Kerangka Konseptual 
Berikut beberapa hal yang dijadikan landasan peneliti dalam memecahkan 



















Gadai diperbolehkan dalam Islam 
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Faktor yang mendorong para petani 
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Praktik pasanra (gadai) 
kebun oleh para petani 
Hasil penelitian 
Pendapat para ulama madzhab 








A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penilitian yang ditujukan untuk 
mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 
fenoena alamiah maupun rekayasa manusia.52 
 
Sementara itu, Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh 
Lexy J. Moleong,  
penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati.53 
 
Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan 
secara sistematis, faktualdan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah 
tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi 
Islam terhadap sistem pelaksanaan Pasanra (gadai) Kebun di Desa Pattongko 
Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 
                                                          
52Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2000), h.17. 




2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah 
Kabupaten Sinjai dengan cara mewancarai beberapa masyarakat yang terlibat 
langsung dalam pelaksanaan sistem Pasanra (gadai) kebun di Desa tersebut. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Pendekatan fenomenologis 
Digunakan pendekatan fenomenologis karena berkaitan langsung  dengan 
gejala-gejala yang muncul disekitar lingkungan manusia. Penelitian ini berusaha 
untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi 
tertentu, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan 
cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan 
fakta. “Penelitian kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa 
sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasikan”.54 
2. Pendekatan fiqih 
Pendekatan ini berguna untuk menelaah dan mengkaji masalah yang diteliti 
melalui kumpulan hukum-hukum syara’ bidang amaliyah, dihasilkan melalui ijtihad 
yang berdasarkan dalil-dalil (Al-Qur’an dan hadits) secara rinci. 
 
 
                                                          
54Tim Dosen Fakultas Syariah, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,(malang:fakultas 
Syariah UIN,2005), h.11. 
37 
 
C. Sumber data 
yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data 
dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya 
maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang Yang  merespon atau menjawab 
pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan 
observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. 
“Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi 
sumber datanya”.55 
penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data 
primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan 
sekunder adalah: 
1. Sumber data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 
menggunakan semua metode pengumpulan data original.56 Data yang diperoleh 
dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan 




                                                          
55Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,( Cet.XII;Jakarta : PT. 
Rineka Cipta, 2002,), h.107. 





2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data 
dan dipubliksikan kepada masyarakat pengguna data.57 Data yang diperoleh dari 
pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian, seperti data yang 
diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu 
hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Salah satu cara untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam 
pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Observasi 
Observasi yaitu proses pegambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau 
pengamat dengan mengamati kondisi yangberkaitan dengan obyek penelitian. 
2. Wawancara (inteview) 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 
dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewancara (yang mengajukan pertanyaan) dan 
yang diwancarai serta memberikan jawaban atas pertanaan itu. 
                                                          
57Mudrajad kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi,h.148. 
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Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak 
tersruktur. Dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat 
bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara 
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 
digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. 
Mengenai wawancara tidak terstruktur, peneliti belum dapat mengetahui secara 
pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa 
yang diceritakan responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari 
responden tersebu, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya 
yang lebih terarah pada suatu tujuan. 
Melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus 
memperhatikan tentang situasi dan kondisi untuk dapat memilih waktu yang tepat 
kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Selain itu dalam melakukan 
wawacara, pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga 
informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan 
informasi yang sebenarnya. 
3. Studi pustaka (library research) 
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau 
referensi sebagai penunjang peneitian, dan dengan melengkapi atau mencari data-data 





4. Penelusuran data online 
Penelusuran data online ini merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan 
data melalui fasilitas online seperti internet atau media jaringan lainnya yang 
menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan 
data dan informasi. 
5. Dokumentasi 
Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 
Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 
seperti buku, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.58 Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen pada dasarnya dapat diartikan sebagai alat. Dengan demikian, 
instrumen penelitian dalam hal ini yang dimaksudkan adalah unsur yang mempunyai 
peranan penting dalam sebuah penelitian karena dikatakan bahwa instrumen 
penelitian harus relevan dengan masalah dan aspek yang diteliti atau agar datanya 
lebih akurat. 
Melihat permasalahan yang hendak diukur dan diteliti, maka penulis 
mengadakan instrument sebagai berikut: 
 
 
                                                          




Interview atau wawancara mendalam (Indept Interview) yaitu mengadakan 
wawancara dengan informan  yang  telah  ditentukan  untuk  menggali  informasi  
yang  lebih  mendalam  tentang  berbagai  aspek  yang  berhubungan  dengan 
permasalahan yang diteliti. Alat yang digunakan ialah pulpen, kertas dan alat lainnya 
yang dapat mendukung proses wawancara. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi lebih bersifat personal, mencakup buku harian (diaries), memo 
(memos), surat (letters), catatan lapangan (field- notes) dan arsip-arsip, laporan 
tertulis atau yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data sangat penting dalam mengelolah data yang sudah terkumpul 
untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk 
mengetahui pandangan Islam terhadap sistem pelaksanaan Pasanra (gadai) di Desa 
Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis 
data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai 
sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi. Data 
tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis.  
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh uraian 
dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan 
dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 
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Prosedur analisis data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam 
penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebgai berikut: 
1. Mengorganisasikan data 
2. Membuat kategori, menentukan tema dan pola 
3. Merumuskan hasil penelitian 
4. Mencari eksplanasi altenative data 
5. Menulis laporan.59 
 
langkah pertama dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada 
sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan 
membuang data yang tidak sesuai.  Menilai data yang didapatkan untuk dijadikan 
sebagai bahan laporan penelitian. Ini dilakukan agar data yang didapatkan sesuai 
dengan kebutuhan peneliti dan diangap relevan untuk djadikan sebagai bahan laporan 
penelitian. Data yang diperoleh kemungkinan tidak sejalan dengan tujuan peneliti 
sebelumnya sehingga penyelesaian data yang dianggap layak sangat dibutuhkan. 
Langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup 
rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam satu 
kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat 
secara jelas. Mengkategorikan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian 
penelitian yang ditetapkan. klasifikasi data ini dilakukan untuk memberikan batasan 
pembahasan, berusaha untuk menyusun laporan secara sistematis menurut 
klasifikasinya. Klasifikasi ini juga membantu penulis dalam memberikan penjelasan 
secara detail. 
                                                          
59Albar Muhammad, Aplikasi Nilai Tauhid Dalam Carporate Social Respondent (C3R) pada 




langkah ketiga ialah Merumuskan hasil penelitian yaitu, semua data yang 
diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah 
ditentukan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat 
dilapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan 
sistematis. 
langkah keempat ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal 
berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut 
didasarkan pada hubungan logika makna yang tekandung dalam data tersebut.  
langkah kelima ialah penulisan laporan, Penulisan laporan merupakan bagian 
analisis kualitatif yang tidak terpisahkan Dalam laporan ini peneliti harus mampu 
menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan 
untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu 
keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Untuk menguji 
keabsahan data penelitian maka peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Dalam 
pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap 
obyek penelitian.60 
Pengujian keabsahan ini dilakukan dengan triangulasi teknik, triangulasi waktu 
dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal 
                                                          
60Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h.330 
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yang berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi pada sumber data primer. 
Triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan, 
yaitu pagi, siang, dan sore hari. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara 
menanyakan hal yang sama melalui sumber data yang berbeda, yaitu selain 
wawancara dilakukan dengan subyek, penulis juga menanyakan hal yang sama 
dengan para aparat  pemerintah Desa Pattongko untuk lebih mempertegas data yang 
diperoleh dari subyek penelitian dalam hal ini pemberi gadai (rahin) dan penerima 
gadai (murtahin). 
Selain itu, untuk mendukung dan membuktikan data yang telah ditemukan dari 
hasil penelitian di lapangan, maka penulis memberikan data dokumentasi berupa foto-




PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN 
PASANRA (GADAI) KEBUN DI DESA PATTONGKO KECAMATAN 
SINJAI TENGAH KABUPATEN SINJAI 
 
A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
Melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti 
merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui. Adapun lokasi penelitian 
yang diambil oleh peneliti adalah Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah 
Kabupaten Sinjai. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui 
adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi. 
1. kondisi Geografis 
a. Letak Desa 
Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Pattongko Kecamatan 
Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Desa Pattongko terletak di lereng gunung di Sinjai 
Tengah dan terdiri dari beberapa Dusun yang jaraknya saling berdekatan. Jarak antara 
ke Kota letaknya cukup jauh, sehingga termasuk dalam wilayah pedesaan. Berikut ini 
adalah jarak dari Desa ke Kota: 
Tabel 4.1 Jarak dari Desa ke Kota 
Jarak dari Desa ke ibukota Kecamatan 15 km 
Jarak dari desa ke ibukota Kabupaten  27 km 
Jarak dari Desa ke ibukota ke propinsi sulawesi 
selatan 
186 km 







b. Batas Desa 
Berdasar letak geografis wilayah, desa Pattongko berada antara 120°08’14’’ BT 
dan 5°21’57’’ LS dan Berbatasan wilayah dengan Desa lainnya yang masih dalam 
satu kecamatan. Adapun batas Desa Pattongko, yaitu: 
Tabel 4.2. Batas Desa 
Batas Desa/Kelurahan 
Sebelah Utara  Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah 
Sebelah Timur  Desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah 
Sebelah selatan  Desa Saotanre Kec. Sinjai Tengah 
Sebelah Barat  Desa Kompang Kec. Sinjai Tengah 
Sumber: Kantor Desa Pattongko, 2015 
c. Luas Wilayah 
Secara Topografi, Desa Pattongko merupakan wilayah Perkebunan dan 
Perbukitan dengan luas 13,85 Km² dan terdiri dari empat dusun yaitu Dusun 
Sompung, Dusun Manubbu, Dusun Tapillasa, Dusun Tangkulu. Seperti tabel berikut: 
Tabel 4.3. Luas Wilayah Desa Pattongko Menurut Luas Dusun 
No Nama Dusun Luas Wilayah 
1  Sompong 6,10 km2 
2  Manubbu 3,40 km2 
3  Tapillasa 2,10 km2 
4  Tangkulu 2,5 km2 
  Jumlah 13,85 km2 
Sumber: Kantor Desa Pattongko, 2015 
Berdasarkan luas wilayah yang dimiliki oleh Desa Pattongko tersebut berikut 





untuk kehidupan masyarakat Desa Pattongko untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel berikut. 
Tabel 4.4. Luas Wilayah Desa Pattongko Berdasarkan Fungsinya 
No Fungsi Luas Wilayah 
1 Pemukiman 36,73 Ha 
2 Persawahan 3,6 Ha 
3 Perkebunan 107 Ha 
4 Hutan Lindung 858 Ha 
5 Lapangan 2 Ha 
6 Pasar 0,40 Ha 
Jumlah 1007.73 Ha 
Sumber: Kantor Desa Pattongko, 2015 
Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa dari keseluruhan luas 
wilayah Desa Pattongko yakni 13,85 km2 hanya sekitar 1007.73 Ha yang 
dipergunakan kehidupan masyarakatnya atau hanya sekitar 1 km2 dari keseluruhan 
luas Desa Pattongko, jadi sekitar 12 km2 dari wilayah Desa Pattongko Yang 
dimanfaatkan. 
Desa Pattongko dipimpin oleh kepala desa yang bernama Abdullah Lesdi, S.Ag 
dalam pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh aparat pemerintahan desa dari 
beberapa unit kerja, yakni sekertaris desa, kepala urusan keungan, kepala urusan 
umum, kepala urusan pembangunan, staf sekretariat, dan empat kepala dusun yang 
ada di Desa Pattongko.61 Desa Pattongko juga membentuk suatu kelembagaan yakni 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas menyampaikan keluhan-keluhan 
dari masyarakat karena bertugas sebagai wakil masyarakat, yang jumlah anggotanya 
                                                          





sekitar 11 orang yang termasuk ketua, wakil ketua, sekertaris BPD, dan anggota BPD 
8 orang. 
2. Kondisi Demografis 
a. Penduduk 
Jumlah penduduk Desa Pattongko Pada tahuan 2015 ada sebanyak 997 Kepala 
Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 3.721 jiwa yang terdiri dari 1.812 laki-laki 
dan 1.909 perempuan. 62 Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut. 
Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Desa Pattongko Menurut Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-Laki 1.812 orang 
Perempuan 1.909 orang 
Jumlah 3.721 orang 
Sumber: Kantor Desa Pattongko, 2015 
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk 3.721 yang 
terdiri atas laki-laki 1.812 dan perempuan 1.909 orang hal ini berarti jumlah 
penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. 
b. Tingkat Pendidikan 
Dalam rangka memajukan pendidikan dijelaskan oleh bapak Habibi 
Muhammad Rustan, S.Pd selaku sekertaris Desa Pattongko bahwa pemerintah Desa 
Pattongko akan secara bertahap merencanakan dan mengganggarkan bidang 
pendidikan baik melalui Dana Desa, ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber 
dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam 
RPJM Daerah Kabupaten Sinjai.63 
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Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Pattongko, dapat kita 
lihat jumlah penduduk di Desa Pattongko yang masih menempuh jenjang pendidikan, 
dapat dilihat di tabel di bawah ini: 
Tabel 4.6. Jumlah penduduk di Desa Pattongko Masih Menempuh Pendidikan 
Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 
Pendidikan Anak Usia Dini 44 56 
Taman Kanak-Kanak 60 69 
Sekolah Dasar (SD) 186 190 
SMP/MTS 104 108 
SMU/SMK/MA 140 144 
Diploma I,II,III 42 46 
Strata Satu dan dua (S1, S2, S3) 101 85 
Sumber: Kantor desa Pattongko, 2015 
c. Keadaan Sosial dan Agama 
Keseluruhan penduduk di Desa Pattongko hanya memiliki satu kepercayaan 
yakni hanya memeluk agama Islam atau dengan kata lain bahwa 100% penduduk 
Desa Pattongko beragama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari 
terutama sosial budaya sangat dipengaruhi oleh kegiatan kemasyarakatan bernuansa 
religius seperti pengajian anak-anak dan pengajian untuk orang dewasa yang 
diadakan pada setiap mesjid di Desa Pattongko dan umumnya dilakukan pada waktu 
sore hari atau setelah ashar. Berdasarkan data selam tiga tahun terakhir pada kantor 
Desa Pattongko tingkat mengenai suku agama dan ras (SARA) tidak ditemukan di 
desa ini dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya yang mengganggu 







3. kondisi Sosial Ekonomi 
a. Mata Pencaharian 
Secara umum kondisi perekonomian Desa Pattongko di topang oleh beberapa 
mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa 
bidang mata pencaharian, seperti: PNS/TNI/Polri, Guru swasta, Guru Honor,  
karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, tukang kayu, Tukang Batu, Petani 
dan lain-lain. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada 
tabel berikut: 
Tabel 4.7. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pattongko 
Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 
PNS 25 31 
Guru Swasta/Honor 24 64 
Wiraswasta 10 15 
Petani 1651 - 
Tukang Batu dan Kayu 70 - 
Ibu Rumah Tangga - 1.201 
Tidak Memilki Pekerjaan Tetap 60 90 
Perangkat Desa 8 2 
Sumber: Kantor Desa Pattongko, 2015 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat desa Pattongko 
mayoritas bermata pencaharian petani karena letak desa yang berada di lereng gunung 






b. Perumahan dan Tempat Ibadah 
Masyarakat Desa Pattongko masih banyak yang kurang memperhatikan tempat 
tinggalnya, karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani 
sedangkan hasil dari hasil dari bertani tidak dapat diandalkan. Untuk kebutuhan 
sehari-hari masih dalam keadaan pas-pasan dan jika lebih, baru digunakan untuk 
memperbaiki rumahnya. Dengan demikian rumah-rumah masyarakat Desa Pattongko 
sebagian besar masih rumah Panggung atau semi permanen, hanya sebagian kecil saja 
yang memiliki rumah batu atau permanen. 
Penduduk Desa Pattongko yang hanya memiliki satu kepercayaan yakni hanya 
memeluk agama Islam difasilitasi 2 mushollah dan 11 buah mesjid yang tersebar di 
setiap dusun yang ada di Desa Pattongko sebagai sarana ibadah. 
c. Kesehatan Masyarakat 
Masyarakat Desa Pattongko sudah mulai sadar akan kesehatan dan juga dengn 
didukung adanya Puskesmas pembantu/PKD meskipun hanya 2 buah yang masing-
masing terletak di Dusun sompong dan Dusun Tangkulu. Sehingga masyarakat 
tidakterlalu kesulitan untuk memeriksakan kesehatannya. Apabila masyarakat ingin 
meeriksakan kesehatannya mereka tidak langsung berbat ke rumah sakit melainkan 
mereka hanya memilih berobat ke puskesmas pembantu saja. Masyarakat memilih 
berobat ke puskesmas pembantu bukan karena tidak ingin ke rumah sakit akan tetapi 
jarak dari desa ke rumah sakit cukup jauh. 
Kesehatan para ibu dan balita di Desa Pattongko juga terdapat Posyandu, untuk 





bulannya yakni pemeriksaan atau pengukuran berat badan dan pemberian imunisasi 
di setiap dusun meskipun masih terdapat dusun yang belum ada posyandu akan tetapi 
itu dapat teratasi karena kegiatan posyandu pun dilakukan di rumah warga sehingga 
tugas bidan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
B. Sistem Pelaksanaan Pasanra (gadai) Kebun Yang dilakukan Oleh Masyarakat 
Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 
Pasanra (gadai) kebun menurut pandangan masyarakat Desa Pattongko adalah 
hutang dengan barang jaminan antara penggadai dengan penerima gadai, penggadai 
mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan.64 Kebanyakan 
masyarakat Desa Pattongko melaksanakan transaksi pasanra (gadai) tersebut 
dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendadak dan tidak ada pilihan lagi 
selain menggadaikan kebunnya untuk mendapatkan uang dengan cepat. 
Prosedur dalam melaksanakan transaksi pasanra (gadai) yang terjadi di Desa 
Pattongko antara penggadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin) lain 
pada prinsipnya sama. Mereka penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai 
(murtahin). Seperti yang dijelaskan bapak Syahrir ketika menggadaikan salah satu 
kebunnya kepada bapak Damang Penggadai (rahin) terlebih dahulu memberi tahu 
besar uang yang dibutuhkan dan menawarkan kebun sebagai jaminan utang. 
Kemudian penerima gadai (murtahin) menaksir luas kebun dengan sejumlah uang. 
Kebun yang digadaikan bapak Syahrir seluas 700 m2 dan setelah ditaksir dengan uang 
                                                          





maka bapak Damang pun menawarkan uang pinjaman kepada bapak Syahrir sebesar 
Rp. 10.000.000,- untuk digunakan beli motor. Transaksi yang dilakukan oleh bapak 
syahrir dan bapak damang tentu saja melalui proses ijab qabul antara bapak Syahrir 
dan bapak Damang, ijab disini seperti yang diucapkan oleh bapak Syahrir “saya 
gadaikan kebun dengan luas 700 m2 dan saya terima pinjaman berupa uang sejumlah 
Rp.10.000.000,- yang disertai dengan bukti transaksi yaitu kwitansi“.65 Yang 
kemudian dijawab oleh bapak Damang selaku penerima gadai (murtahin) “saya 
serahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan saya terima kebun tersebut dengan luas 
700 m2”.66 Maka secara otomatis segala hak pemanfaatan hasil kebun berada di 
tangan bapak damang. 
Terkait dengan penentuan nominal pinjaman pada dasarnya tidak ada rumus 
baku yang digunakan untuk menentukan nominal pinjaman yang diberikan kepada 
pengadai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Junaedah bahwa: 
Penerima gadai tidak menggunakan rumus baku untuk menentukan nominal 
pinjaman yang diberikan kepada penggadai karena pihak penerima gadai tidak 
akan pernah rugi. Hal tersebut disebabkan pinjaman awal yang diserahkan ke 
penggadai harus dikembalikan pada saat penggadai melunasi utangnya, 
meskipun penerima gadai belum pernah melakukan panen terhadap kebun 
tersebut.67 
 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa penentuan besar 
pinjaman yang diberikan kepada penggadai tidak memiliki rumus baku. Akan tetapi, 
pemberian nominal pinjaman diberikan berdasarkan besar uang yang dibutuhkan pada 
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saat itu. Salah satu alasannya ialah meskipun penerima gadai tidak memperhitungkan 
hasil dari kebun tersebut penerima gadai tetap untung karena uang yang dipinjamkan 
kepada penggadai tetap kembali tanpa ada kurang sepersen pun. 
Pernyataan kepala Desa Pattongko tersebut juga dibenarkan oleh pernyataan 
dari bapak Bakka P selaku penerima gadai (murtahin) yang juga menjabat sebagai 
kepala Dusun Manubbu yang menyatakan bahwa: 
Memang benar, dalam penentuan besarnya jumlah pinjaman tidak 
menggunakan hitung-hitungan semacam rumus dan sejenisnya. Dan itulah yang 
saya lakukan waktu saya menerima gadai dari bapak hasan yang pada saat itu 
membutuhkan uang untuk resepsi pernikahan anaknya. Jika dilihat dari 
tanaman yang ada dalam kebun bapak hasan sebetulnya tidak terlalu subur dan 
hasil dari tanaman tersebut bisa dikatakan sedikit, tapi meskipun begitu saya 
tetap menerima kebun bapak hasan sebagai jaminan dari utangnya karena selain 
uang yang saya pinjamkan kepada bapak Hasan akan dikembalikan, saya pun 
memperoleh uang dari hasil kebun tersebut meskipun hasilnya sedikit.68 
 
Adapun taksiran luas kebun dengan uang seperti yang dilakukan oleh bapak 
damang yang menaksir kebun yang dijadikan jaminan oleh bapak syahrir untuk 
mengantisipasi jika terjadi gagal pelunasan utang dari pemberi gadai. Beliau 
menceritakan pengalamannya yang dialaminya pada tahun 2015 bahwa: 
Pada saat saya mempunyai rencana untuk merantau dikalimantan saya meminta 
uang kepada bapak syahrir yang dipinjamnya 2 tahun lalu. Akan tetapi pada 
saat itu bapak syahrir belum mampu membayar utangnya sehingga saya pindah 
tangankan kepada penggadai lain yaitu bapak daming yang pada saat itu 
membayar sejumlah pinjaman sebesar yang dipinjam oleh bapak syahrir dan 
bapak daming pun mengambil alih penggunaan dan pemanfaatan kebun sampai 
bapak syahrir mampu membayar pinjamannya kepada bapak daming karena 
kebun sebagai jaminan telah dipindah tangankan kepada bapak daming.69 
 
Dari pengalaman yang sempat diceritakan oleh bapak damang kepada penulis 
pada saat melakukan wawancara maka dapat diketahui bahwa kebun yang dijadikan 
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sebagai jaminan bisa dipindahtangankan ke penerima gadai (murtahin) lain dengan 
syarat penerima gadai yang akan mengambil alih penggunaan dan pemanfaatan kebun 
tersebut membayar utang dari penggadai kepada penerima gadai yang memegang 
kebun tersebut. meskipun begitu hak kepemilikan tanah tetap milik penggadai awal. 
Bukan hanya mengenai pengalihan manfaat gadai yang terjadi di Desa 
Pattongko, akan tetapi pengalihan pembayaran utang juga bisa dibebankan kepada 
ahli waris ketika penggadai meninggal dunia sedangkan utangnya belum terbayar. 
Terkait dengan pengalihan pembayaran utang tersebut dijelaskan oleh Bapak 
Abdullah Lesdi, bahwa: 
Ketika penggadai meninggal dunia sedangkan utangnya belum lunas, maka 
pihak keluarga melakukan musyawarah dengan disaksikan oleh pemerintah 
setempat untuk mendapatkan kesepakatan mengenai pengalihan pembayaran 
utang sebelum jenasah keluarganya itu dikuburkan70. 
 
Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa ketika penggadai meninggal 
dunia sedangkan utangnya belum lunas maka pembayaran utang tersebut diambil alih 
oleh ahli waris yang disepakati oleh pihak keluarga dengan disaksikan oleh 
pemerintah setempat. 
Meskipun di Desa Pattongko telah terjadi pengalihan gadai tidak pernah 
sekalipun terjadi perselisihan antara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) 
masalah seperti sengketa lahan kebun. Sehubungan dengan sengketa bapak Ramalang 
selaku orang yang dituakan di kampung tersebut menuturkan bahwa selama praktik 
                                                          






pasanra (gadai) di Desa Pattongko seingatnya belum ada yang berselisih gara-gara 
hal semacam itu.71 
Lebih lanjut mengenai sengketa lahan kebun ditambahkan juga oleh bapak 
Ambo Dalil selaku kepala urusan pemerintahan di Desa Pattongko, beliau 
menjelaskan bahwa: 
Selama ini belum ada laporan dari masyarakat mengenai Kasus sengketa lahan 
yang hubungannya dengan praktik pasanra (gadai), kalaupun ada maka kasus  
tersebut akan diselesaikan di rumah kepala dusun dengan cara adat atau sering 
disebut dengan istilah Mappassiolo. Barulah ketika kasus tersebut tidak 
terselesaikan dengan cara adat (Mappassiolo) oleh pemerintah setempat maka 
kasus tersebut akan dibawa ke jalur hukum yaitu pengadilan.72 
 
Mengenai penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa di Desa Pattongko belum 
pernah terjadi kasus sengketa yang berhubungan dengan gadai. Akan tetapi, apabila 
terjadi kasus sengketa lahan kebun yang disebabkan oleh praktik pasanra (gadai) 
maka akan diselesaikan dengan cara adat atau masyarakat di desa tersebut 
menyebutnya dengan istilah Mappassiolo.  
Selain itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat diketahui beberapa 
problematika praktek pasanra (gadai). Diantara problematika praktek pasanra (gadai) 
yang terjadi di Desa Pattongko, diantanya: 
a. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin) 
Pemanfaatan hasil dari pengolahan kebun sebagai jaminan pasanra (gadai) 
dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Pihak penggadai (rahin) tidak diberi 
sedikitpun dari hasil keuntungan pengolahan kebunnya  oleh penerima gadai 
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(murtahin). Hal ini terjadi karena praktek pemanfaatan jaminan gadai sudah menjadi 
kebiasan di Desa pattongko yang dilakukan secara turun temurun untuk meminta 
bantuan finansial dijaman ini dengan bermodalkan kepercayaan saja tidaklah mudah 
sehingga mau tidak mau pihak penggadai (rahin) harus merelakan kebunnya 
dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Seperti yang dituturkan oleh bapak 
Nurdin (rahin) bahwa 
Yang membuat saya tidak keberatan dengan pemanfaatan kebun tersebut ialah 
bahwa dijaman sekarang ini tidak akan mudah untuk meminta bantuan uang 
jika bermodalkan kepercayaan saja.73 
 
 Dari penjelasan bapak Nurdin maka dapat dipahami bahwa selama ini 
penggadai tidak pernah keberatan lahannya yang dijadikan jaminan dikelola oleh 
penerima gadai karena sulitnya mendapatkan pinjaman sedangkan kebutuhan yang 
harus dipenuhinya mendesak sehingga hasil tanaman kebun miliknya pun dibiarkan 
dinikmati oleh penerima gadai sampai utangnya lunas terbayar. 
Akibat sulitnya meminta bantuan finansial, pemanfaatan barang gadai pun 
dilakukan dengan alasan bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Pattongko secara turun temurun. Seperti yang diungkapkan oleh 
bapak Mansur (murtahin),  
Bahwasanya pemanfaatan jaminan pasanra (gadai) sepenuhnya dikuasai oleh 
pihak penerima gadai itu sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan 
saya pun mengikuti hal tersebut dengan mengolah dan mengambil hasil panen 
yang dihasilkan dari kebun tersebut sampai pihak penggadai dalam hal ini yang 
berutang bisa melunasi hutangnya.74 
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Dari penjelasan yang dikemukakan oleh bapak Nurdin dan bapak Mansur dapat 
diketahui bahwa  dalam hal peanfaatan kebun yang dilakukan oleh penerima gadai 
mendapat isin dari pihak penggadai. Hal ini dilakukan pemberi gadai untuk 
mendapatkan pinjaman uang mengingat dijaman sekarang tidak mudah mendapatkan 
pinaman dengan bermodalkan kepercayaan saja sehingga pemberi gadai pun memberi 
izin kepada penerima gadai memanfaatkan kebun miliknya demi mendapatkan 
sejumlah pinjaman modal. 
Selain itu, dari penjelasan tersebut diatas juga diketahui bahwa pemanfaatan 
kebun oleh penerima gadai sebenarnya telah berlangsung sejak lama  dan bahkan 
telah menjadi kebiasaan turun temurun dan sampai saat ini pun pemanfaatan jaminan 
oleh penerima gadai (murtahin) masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa 
Pattongko. 
b. Waktu penguasaan gadai 
Fenomena praktek gadai terkait waktu pemanfaatan gadai di Desa Pattongko 
dilakukan tanpa adanya batasan waktu dalam menggadaikan lahan pertanian 
kebunnya. Sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-
tahun karena meskipun penggadai telah memiliki uang untuk menebus utangnya, 
penggadai sering menunda membayar utang tersebut. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Muh.Amin saat wawancara 







Pasanra (gadai) yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu disebabkan oleh 
saya sendiri yang saat ini belum mau membayar utang karena saya lebih 
memilih gunakan uang yang saya punya untuk beli pabrik penggiling padi 
dibanding bayar utang dan saya lakukan itu karena bapak Dahlan tidak menagih 
ataupun mendesak saya untuk melunasi utang yang saya pinjam 5 tahun yang 
lalu.75 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh.Amin diatas dapat diketahui 
bahwa pemanfaatan jaminan yang berlangsung bertahun-tahun bukan saja disebabkan 
oleh tidak mampunya penggadai membayar utang akan tetapi penggadai lebih 
memilih memanfaatkan uang yang semestinya digunakan untuk bayar utang malah 
digunakan untuk keperluan lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Kaitannya dengan pengembalian barang gadai, penggadai yang menjadikan 
kebun sebagai jaminan menebusnya kepada penerima gadai (murtahin) dengan 
sejumlah uang yang telah menjadi kesepakatan awal. Ketika uang yang dipinjam 
sudah dikembalikan kepada penerima gadai (murtahin) maka selesai akad pasanra 
(gadai) diantara keduanya. Adapun ketika pelunasan utang bertepatan dengan masa 
panen pada tanaman yang ada dalam kebun tersebut maka pengembalian barang gadai 
diserahkan sebelum panen ataupun setelah panen tergantung kesepakatan kedua belah 
pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdullah Lesdi, saat wawancara di 
kantor Desa Pattongko yang menyatakan bahwa: 
Ketika Pelunasan utang bertepatan dengan masa panen maka penentuan 
pengembalian kebun tergantung kesepakatan kedua belah pihak pada saat 
pelunasan utang terjadi, hal ini disebabkan tidak ada perjanjian tertulis 
mengenai hal tersebut karena pada saat terjadinya transaksi hanya disertai 
kwitansi76.  
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Mengenai penyataan Kepala Desa Pattongko Tersebut juga senada dengan apa 
yang dikemukakan oleh kepala urusan Pemerintahan Desa Patongko, Bapak Ambo 
Dalil saat wawancara yang dilakukan penulis bertempat di Desa Pattongko  yang 
menyatakan bahwa: 
Adapun jika terjadi hal-hal yang timbul dalam permasalahan pasanra seperti 
pelunasan utang bertepatan dengan masa panen maka pengembalian kebun 
yang dijadikan jaminan tergantung kesepakatan dari penggadai dan penerima 
gadai kerena sampai saat ini pemerintah tidak pernah ikut campur dalam 
penyelesaian masalah yang dialami oleh kedua belah pikhak selama itu bisa 
dikselesaikkan dengan musyawarah atau mufakat.77 
 
Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak kepala Desa dan 
Kepala urusan Pemerintahan Desa Pattongko  maka dapat diketahui bahwa 
pemerintah sampai saat ini belum pernah turun tangan mengatasi masalah yang 
berkaitan dengan gadai karena setiap masalah yang muncul pada saat berlangsungnya 
gadai mampu diselesaikan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak. 
C. Faktor-faktor yang mendorong Pemberi Gadai (Rahin) dan Penerima Gadai 
(Murtahin) dalam Melakukan Pasanra (Gadai) Kebun di Desa Pattongko 
Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 
Pelaksanaan penelitian di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten 
Sinjai diketahui dari tetangga dan masyarakat bahwa pelaku gadai cukup banyak. 
Akan tetapi dari sekian banyak pelaku pasanra (gadai) yang menggadaikan kebun 
miliknya, penulis hanya mewawancarai 16 orang pelaku pasanra (gadai)  yang terdiri 
                                                          





dari 8 orang penggadai (rahin) dan 8 orang penerima gadai (murtahin). Dari 
kelimabelas informan tersebut sudah mewakili alasan-alasan pelaku gadai memilih 
melakukan transaksi melalui praktek pasanra (gadai) tersebut. 
Alasan utama yang melatarbelakangi terjadinya praktek pasanra (gadai) di 
Desa Pattongko ialah karena masyarakat lebih memilih transaksi pasanra (gadai) dari 
pada meminjam di lembaga keuangan karena prosedur yang ada pada lembaga 
keuangan rumit dan butuh proses yang lama dan juga harus mengangsur bunga tiap 
bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya 
mendesak. Sehingga langkah yang paling bijak yang dapat diambil dalam rangka 
menyelesaikan permasalahannya adalah melaksanakan transaksi gadai dengan sesama 
tetangga. 
Terjadinya praktek pasanra (gadai) yang dilakukan masyarakat desa Pattongko 
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 
1. Modal untuk beli kendaraan 
Salah satu yang menjadi alasan penggadai (rahin) menggadaikan kebunnya 
ialah karena membutuhkan uang untuk digunakan beli motor seperti yang dilakukan 
oleh bapak Syahrir pada saat menggadaikan kebunnya seluas 700 m2 dengan 
meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- dari bapak Damang untuk digunakan beli 
motor. 
Seperti keterangan bapak Siking , menjelaskan bahwa alasannya menggadaikan 
salah satu kebunnya adalah untuk membeli motor guna membantu istrinya yang 





lagi jalan kaki ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Dengan luas tanah 700 
m2 dan uang diterimanya adalah Rp. 15.000.000,-.78 
Jika kita melihat luas tanah yang digadaikan oleh bapak Syahrir dan bapak 
Siking masing-masing mempunyai luas yang sama yaitu 700 m2 akan tetapi uang 
pinjamannya berbeda yaitu Rp. 10.000.00’- yang dipinjam oleh bapak Syahrir dan 
Rp.15.000.000,- yang dipinjam oleh bapak Siking. Hal ini terjadi karena kebun 
tersebut ditaksir bukan hanya dilihat dari luas kebun tapi juga ditaksir dari tanaman 
yang berkompeten memilki guna. 
2. Untuk biaya resepsi pernikahan 
Masyarakat Desa Pattongko sering kali mengadaikan kebunnya dengan alasan 
untuk biaya resepsi  pernikahan. Hal ini sering dialami oleh pihak laki-laki yang akan 
melangsungkan pernikahan karena modal bukan hanya dipersiapkan untuk resepsi 
pernikahan saja akan tetapi modal juga dipersiapkan untuk mahar (uang panai) yang 
akhir-akhir ini semakin mahal. 
Pasanra (gadai) kebun menjadi pilihan masayarakat Desa Pattongko untuk 
meminjam uang karena dianggapnya cara tersebut lebih mudah dibanding 
menggadaikan barang seperti motor, perhiasan dan barang mewah lainnya. Seperti 
yang dituturkan oleh bapak Hasan, alasan menggadaikan kebunya seluas 600 m2 
dengan jumlah uang yang diterima Rp.13.000.000,- dari bapak Bakka P sebagai 
penerima gadai (murtahin) adalah untuk resepsi pernikahan anaknya. Menurutnya 
                                                          





cara meminjam uang dengan mudah adalah menggadaikan lahan kebun karena tanah 
adalah aset paling beharga di Desa dan setiap orang mau menerimanya, berbeda 
dengan barang yang digadaikan seperti motor, perhiasan lebih sulit mencari orang 
yang mau menerima barang gadaian tersebut.79 Hal senada dikatakan oleh bapak 
Nurdin yang menggadaikan kebunnya seluas 700 m2 kepada bapak Mansur dengan 
uang yang didapat Rp.17.000.000,- untuk keperluan resepsi pernikahan.80 Penguasaan 
kebun adalah sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin), begitupun dengan hak 
pengolahan dan hasilnya dikuasai oleh penerima gadai (murtahin) sampai penggadai 
(rahin) dapat melunasi utangnya. 
3. Untuk biaya pendidikan 
Biaya pendidikan juga menjadi salah satu alasan masyarakat Desa Pattongko 
untuk menggadaikan kebunnya. Seperti yang dialami oleh bapak Muh. Amin yang 
telah menggadaikan kebunnya seluas 600 m2 dengan jumlah uang yang diterima 
sebesar Rp.15.000.000,- sebagian uang hasil gadai kebun tersebut dikirimkan kepada 
anaknya bernama Agustan yang menempuh pendidikan disalah satu perguruan tinggi 
Negeri di kota Makassar, anak dari bapak Muh. Amin tersebut sudah semester akhir 
sehingga anaknya meminta uang yang jumlahnya lebih tinggi dari semester 
sebelumya karena uang tersebut bukan hanya digunakan untuk pembayaran semester 
akan tetapi uangnya juga digunakan untuk biaya penyusunan skripsi.81 
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Kesadaran untuk menuntut ilmu dikalangan masyarakat desa Pattongko lebih 
besar di miliki oleh masyarakat yang tergolong tidak mampu dibanding masyarakat 
yang tergolong mampu dalam hal finansial. Itulah yang dialami oleh bapak Simung 
yang menggadaikan kebunnya seluas 400 m2 dengan jumlah uang yang diterima 
sebesar Rp. 5.000.000,- dari bapak saning untuk biaya pendidikan anaknya.82 
4. Untuk biaya perawatan di rumah sakit dan biaya berobat. 
Pasanra (gadai) sebagai alternatif transaksi yang dipilih oleh kebanyakan 
masyarakat di Desa Pattongko karena dianggapnya prosedur pasanra (gadai) lebih 
mudah dibanding meminjam uang di lembaga keuangan, sedangkan kebutuhan yang 
harus dipenuhi harus cepat dan mendesak. 
Seperti yang dialami oleh bapak syarifuddin sebagai penggadai (rahin), alasan 
beliau menggadaikan kebunnya yang seluas 500 m2 adalah karena adanya keperluan 
mendesak yang harus dipenuhinya yaitu untuk biaya perawatan istrinya yang terkena 
penyakit usus buntu dengan uang yang diterima dari bapak Firman sebesar 
Rp.7.500.000,-.83 
Adapun mengenai alasan penerima gadai (murtahin) melaksanakan praktek 
pasanra (gadai) gadai dijelaskan Bapak habibi muhammad rustan bahwa, 
terdapat dua alasan praktek gadai di Desa Pattongko, alasan pertama, gadai 
kebun karena alasan sosial. Hal ini dengan maksud saling membantu penggadai 
(rahin), disini penerima gadai (murtahin) tidak melihat luas maupun letak 
kebun yang digadaikan.84 
                                                          
82Simung (rahin), Wawancara, (23 september 2016). 
83Syaripuddin (rahin), Wawancara, (18 September 2016). 





Ini sama seperti yang dilaksanakan oleh Bapak Firman, bahwa ia mengambil 
gadai saat bapak Syarifuddin membutuhkan uang untuk keperluan biaya berobat di 
rumah sakit dengan i’tikad saling menolong antar tetangga dan sebagai bentuk 
penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut kemudian ia menerima dan 
mengolah sawah yang dititipkan kepadanya sebagai barang jaminan.85 Hal serupa 
dilakukan oleh bapak Saning yang meminjamkan uang kepada bapak simung dengan 
alasan bahwa bapak simung pada saat itu membutuhkan uang untuk biaya pendidikan 
anaknya yang sangat ingin melanjutkan pendidikannya dibangku kuliah meskipun 
orang tuanya pada saat itu belum mampu dalam hal finansial.86 
Alasan kedua, gadai kebun karena alasan komersial. Penerima gadai (murtahin) 
menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil manfaat atas kebun yang 
digadaikan dengan melihat letak dan luas kebun yang dimiliki penggadai, hal ini yang 
menjadi bahan pertimbangan penerima gadai (murtahin) dalam menentukan jumlah 
besaran pinjaman uang kepada penggadai (rahin).87 Ini seperti yang dilaksanakan 
oleh Bapak Dahlan menurutnya daripada uang yang dimilikinya didiamkan saja lebih 
baik dipinjamkan guna memperoleh keuntungan tambahan.88 
berikut adalah daftar nama penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) di 
Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. 
                                                          
85Firman (Murtahin), Wawancara, (18 September 2016). 
86Saning, Wawancara, (23 September 2016). 
87Habibi Muhammad Rustan (sekertaris Desa Pattongko), Wawancara, (14 September 2016). 





Tabel 4.8. Daftar Penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) Desa Pattongko 
Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. 








2 Nurdin Mansur  17 Juta 
Resepsi 
pernikahan 
 3 Tahun 
3 Syahrir Damang 10 Juta  Beli Motor  2 Tahun 




5 Syaripuddin Firman  7,5 Juta 
Biaya rumah 
sakit 
5 Tahun  
6 Simung Saning  5 Juta 
Biaya 
pendidikan 
 2,5 Tahun 
7 Siking Jafar  15 Juta Beli Motor  3 Tahun 
8 Hasan Bakka P  13 Juta 
Resepsi 
Pernikahan 
 4 Tahun 
Tabel 4.7. Daftar Penggadai (Rahin) dan Penerima Gadai (Murtahin). 
D.  Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Pelaksanaan Pasanra (Gadai) 
Kebun yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai 
Tengah Kabupaten Sinjai. 
1. Tinjauan akad pasanra (gadai) 
Hal utama yang menjadi prinsipil dalam melaksanakan suatu transaksi ialah 
keabsahan akad, termasuk dalam hal ini praktik pasanra (gadai). Adapun ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut 
Islam adalah:89 
 
                                                          









d. Marhun bih 
Kemudian berkaitan dengan syarat gadai diantaranya yaitu: 
a. Orang yang berakad (Aqidain). 
Syarat bagi  aqid  dalam pelaksanaan akad gadai ialah  aqid harus  memiliki  
kecakapan (ahliyah).90 maksudnya  ialah  orang  yang cakap untuk  melakukan  suatu  
perbuatan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan Syari’at Islam, yaitu berakal dan baligh. 
Selain itu, aqid  tidak berstatus dalam  pengampuan  (mahjur’alaih).91 Bahwa  dalam  
hal  praktek  gadai kebun  tersebut  dilaksanakan  oleh  rahin  dan  murtahin  yang  
memiliki kecakapan  baik  dari  segi  fisik  maupun  dari  segi  mental. Serta  lahan 
kebun  yang  digunakan  sebagai  jaminan  merupakan  lahan  milik  rahin sendiri. 
a. Ma’qud’alaih (barang yang diakadkan). 
Menurut Imam Syafi’i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan  yang  
berkriteria  jelas  dalam  serah  terima. Bahwa  orang  yang menggadaikan  wajib  
menyerahkan  barang  jaminan  kepada  yang menerima gadai. Berkenaan dengan 
syarat yang melekat pada marhun atau rahin,  para  ulama  menyepakati  bahwasanya  
yang  menjadi  syarat  yang harus  melekat  pada  barang  gadai  merupakan  syarat  
                                                          
90Gufron A. Mas’adi, Fiqh  Muamalah  Kontekstual, (Jakarta: PT.  Raja  Grafindo Persada, 
2002), h. 78. 





yang  berlaku  pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktek gadai kebun 
tersebut marhun  yang  dimaksudkan  ialah  berupa  kebun.   
b. Marhun bihi  
Sementara  itu  yang berkaitan  dengan  marhun  bihi  ini  harus  merupakan  
barang  yang  dapat dimanfaatkan, apabila  marhun  bihi  ini tidak dapat 
dimanfaatkan, maka dianggap  tidak  sah. Selain  itu,  marhun  bihi  haruslah  
merupakan  barang yang dapat dihitung jumlahnya, dalam praktek gadai tersebut  
marhun bihi-nya berupa uang. Berkenaan dengan  ma’qud’alaih  tersebut, baik  
marhun  (kebun) maupun  marhun  bih  langsung  ada  saat  akad  dilaksanakan. 
Yakni penyerahan uang dari  murtahin  secara langsung, dan penyerahan kebun 
secara lisan oleh rahin. 
c. Shighat (Ijab dan Qabul). 
Berkenaan  dengan  shighat  dalam  pelaksanaan  praktek  gadai sawah  
tersebut  sudah  memenuhi  kriteria  sighatul aqdi,  yakni  telah memenuhi tiga 
ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu: 
1) Harus terang pengertiannya 
2)  Harus bersesuaikan antara ijab dan qabul 
3) Menggambarkan  kesungguhan  kemauan  dari  pihak-pihak  yang 
bersangkutan. 92 
                                                          
92Hasbi Ash-Shidieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Cet.1; Semarang:  PT.  Pustaka Rizki Putra, 





Shighat  yang  dimaksudkan  dalam  pelaksanaan  gadai  sawah tersebut ialah 
berupa ucapan si penggadai yang berbunyi: “Saya gadaikan kebun  di  wilayah  
A  dengan  luas  sekian”, yang  kemudian  dijawab dengan ucapan dari Si 
penerima gadai yang berbunyi: “saya terima gadai sawahnya.93 
 
Walaupun praktek gadai tanpa batas waktu yang terjadi dalam masyarakat Desa 
Pattongko tersebut tidak tertulis, namun akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. 
Yaitu adanya ‘aqidayn (rahin dan murtahin), marhun (barang yang digadaikan), 
marhun bih (utang) dan sighat. 
Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat rahn, dari segi ‘aqidayn 
adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang 
melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat 
dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan 
barang gadai adalah kebun yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang yang 
digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.  
2. Pemanfaatan obyek gadai tanpa batas waktu 
Dalam akad gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Pattongko tidak ada batasan 
waktu, sehingga perjanjian diantara keduanya bisa berlangsung cukup lama, bahkan 
sampai puluhan tahun. Dalam Islam, masalah jangka waktu dalam gadai memang 
tidak ada batasan yang jelas, hanya saja Allah menganjurkan jika orang yang 
berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah tangguh sampai 
dia berkelapangan, hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2 :280 sebagai berikut: 
                                                          
93Abdullah Lesdi (Kepala Desa Sekaligus Tokoh Agama Desa Pattongko) , Wawancara, (14 





                 
         
Terjemahnya: 
Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai 
dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, 
lebihbaik bagimu, jika kamu mengetahui.94  
Namun dengan tidak adanya batasan waktu tersebut berpotensi menimbulkan 
masalah baru di masyarakat Desa Pattongko yang ujung-ujungnya berakhir pada 
sengketa. Hal ini dimungkinkan ketika orang yang melakukan akad tersebut sudah 
meninggal, sehingga antara pihak yang terkait bisa saja berselisih tentang masalah 
tersebut.  
Padahal Rasulullah sendiri menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh 
tempo dalam sebuah akad perjanjian. Hal tersebut berdasarkan pada hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a. bahwasanya ketika Rasulullah SAW. datang ke 
Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma 
selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda: 
 ”Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka 
lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa 
tertentu”.95 
Masyarakat Desa Pattongko, walaupun ‘aqidayn (dua orang yang melakukan 
akad) sudah meninggal dunia, akad perjanjiannya tetap berjalan dan dilanjutkan oleh 
                                                          
94Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 59. 
95M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (edisi 1,cet.ke-





ahli warisnya sampai hutang itu dilunasi. Padahal menurut ulama Malikiyyah salah 
satu yang menyebabkan akad rahn habis adalah dengan meninggalnya salah satu 
pihak yang berakad.96 
Pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Pattongko ini sudah menyalahi 
aturan agama karena pemanfaatan barang gadai tersebut dikuasai penuh oleh 
murtahin, dan rahin selaku pemilik sah tanah tersebut tidak mempunyai hak sama 
sekali untuk mengelola dan mengambil manfaatnya.  
Murtahin boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut hanya sebatas 
untuk biaya perawatan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. yaitu :  
 هلَسَو يهْيَلَع ُهللَّا ىهلَص 
يهللَّا يلوُسَر  َلَاق  ََةر ْيَرُه يبَِأ نع يهيهَتَق َفين  َُْبر ُي ُرْرَه ّا اَمَ:  َناَب اَذيإ
 َو , انًوُهْرَم َناَب اَذيإ يهيهَتَق َفين ُبَرْشُي ي رهدّا َُبَََّو , انًوُهْرَم َْبر َي  
ِي ّها ىَلَعّا ُبَرْشَيَو  ُةَتَقه ف  
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasullullah Saw. bersabda: punggung binatang 
yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri. Susu binatang yang 
digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri.Bagi orang yang menunggang dan 
minum wajib membiayai”. (Hadits Riwayat Bukhari).97 
 
Adapun mayoritas fuqaha’ dari kalangan Hana>fiyyah, Malikiyyah, dan Syafi‘iyyah 
berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian 
karena manfaatnya tetap menjadi hak penggadai. Hal ini berdasarkan hadits sebagai 
berikut 
                                                          
96 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah,(Bandung : Pustaka Setia),2001, hlm.179 





 “Ia (pemegang gadai) tidak boleh menutup hak gadaian dari pemiliknya yang 
menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia wajib membayar 
hutangnya.” (HR. Al Baihaqi).98 
 
Pengambilan manfaat barang gadai yang terjadi dalam masyarakat tersebut 
jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Islam. Hal tersebut jika berlangsung lama  
sangat merugikan pada rahin, karena selain dia menanggung beban hutang dia juga 
harus kehilangan manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan hutang itu. 
Praktek pengambilan manfaat tersebut menurut hemat penulis merupakan 
sebuah bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara bathil yang 
dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-
Nisa’/4:29. 
                             
                       
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.99 
                                                          
98 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h.145 





Praktek gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai oleh murtahin 
tersebut sudah lama terjadi di Desa Pattongko. Hal ini seakan sudah menjadi tradisi, 
karena rata-rata praktek gadai seperti itulah yang dijalankan oleh masyarakat. 
Sekiranya ada formulasi baru yang lebih baik dalam pegambilan manfaat barang 
gadai tersebut mungkin akan tercipta tatanan hukum yang benar benar sejalan dengan 
kaedah Islam. Seperti yang ditawarkan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya Berbagai 
Macam Transaksi Dalam Islam:  
barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak 
mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik 
dan pegadai (penerima gadai), atas kesepakatan bersama. Ada satu hal amat 
penting yang perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya 
pegadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek semacam inilah 
yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam.100 
Sekiranya formulasi di atas di praktekkan di masyarakat dan kedua belah pihak, 
maka akad gadai tersebut akan menjadi lebih baik, sehingga akad tersebut benar-
benar sejalan dengan Hukum Islam. 
Dari uraian diatas penulis menegaskan bahwa praktek gadai tanpa batas waktu 
dengan pengambilan manfaat kebun sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh 
murtahin yang terjadi di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai TengahKabupaten Sinjai 




                                                          







Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pelaksanaan Pasanra (gadai) 
kebun di Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem pelakasanaan Pasanra (gadai) di Desa Pattongko pada umumnya 
penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam 
sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan kebun sebagai barang 
jaminan. hak penguasaan/pemanfaatan kebun berada di tangan penerima gadai 
(murtahin) sampai pelunasan utang. Pembayaran utang tidak mengenal batasan 
waktu dan akadnya berakhir ketika penggadai (rahin) membayar utang sesuai 
jumlah uang yang dipinjam. 
2. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktek pasanra 
(gadai) di Desa Pattongko antara lain, yaitu: 
1. Modal untuk beli kendaraan 
2. Untuk biaya resepsi pernikahan 
3. Untuk biaya pendidikan 
4. Untuk biaya perawatan di rumah sakit 
3. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pattongko jika ditinjau dari 
pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun praktik 





sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) yang 
terjadi di Desa Pattongko tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan 
Ijma’Ulama. 
B. Implikasi Penelitian 
Dengan adanya uraian-uraian diatas maka dapat, maka penulis memberikan 
saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan. 
1. Mengenai  pelaksanaan  gadai  pasanra (gadai) kebun  tersebut,  antara  
Pemberi  Gadai (rahin)  dan Penerima  Gadai (murtahin)  harus  ada  kejelasan  
mengenai  waktu  pengembalian hutang  dan  barang  jaminan,  sehingga  
pelaksanaan  gadai  tidak  berlarut lama. 
2. Bahwa  dalam  pelaksanaan  praktik  pasanra (gadai) kebun  jangan  sampai  
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